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DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

baliwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201] tentang Perubahan Kedua
Atas Peroturan Menueri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka guna memperlancar pelaksanaan keglatan Satuan
Kerja Perangkat Dacra h don penpelolaan keuangan daerah
serta  penyempurnaan  penatausahaan  pengeluaran
anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur,

bahwa dalam pelaksanaan Anpgaran Pondapatan dan
Belanja Daerah harus efekdf, clisicn, tertib, ‘ransparun dan
bertanggung jawab sesuat lketentuan Peratyv -an Perundang-
Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagennana dimak sud
pada huruf a dan b diatas peeln menctapkan Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu 7. r tentang Mekanisme
Pelaksanaan Penotausahonn Kew. - gan Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentng
Pembentukan Kabupaten Ogiv: Romering Ula Timwur,
Kabupaten Ogan Komeringg Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provingi Sumatern Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor 152, Tounbahan
Lembaron Negorn Republik Indonesin Nomor 4 347);

Undang-Unadeng Nomwor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repuldik Indonesio Nomor 4286);
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3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharnan Negara  (Lembnran Nepara Republik
Indonesia Taliun 2004 Nomor 5, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesin Numor 4355);

4. Undng-Undang Nomer 15  Tahun 2004 tentang
Pemerilcsaan Peng elolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

S Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerzith  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4438);

€. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tamtahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah
beberapa kali diubah, terakhir denpan Undan g-Undang
Nomor 9 Tanhun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 20]4 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuanpan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tuahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang
Fedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerinlahun Daerch  {Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 165, Tambabnn Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintaly Nomor 27 Tahun 2014

Pengelolainn Barang Milik  Nepara/Daerah  (Lemnbaran
Negara  Republilk  Indaresin Tolun 201 Nomor 92,
Tambahan Lembarun Negorn Republik Indonesin Nomor

5533); ff

Lentargs
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12.

13.

|

. Peraturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolean Uang  Nepura/Dacrah  (Lembaran  Negara
Repub ik Indonesia Tahun 2007 Nomer B3, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 27 38);

Peraturan Pemerintnh Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4890}

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomar 5163);

14.Peraturan Presden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

135.

16.

17,

18.

Penyclenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah
sebags iimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 2! Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 3190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DBadan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laparan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaia nnya,

Peraturan Menteri Dalam Negery Nemor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian libah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumb er dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (Berita Negarn Republik Indonesin Tahun 2011
Nomor 450] sehagaimann telah diubah  beberapa  kali
teralchir denpon Peral uran Menteri Dalam Negeri Nomor L
Tahun 2016 leniang Perubahon Keduan Atns Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 32 Toahun 2010 temang
Pedoman Pemberion Hibah dan Bantuan Sosinl Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapaten dan Belunja Dacrah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); {
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Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuk on dan Susunan
Perangkat Dacrah Kubupaten Opan Komering Ulu Timur
sebagaimana  telah  diuboh  dengen Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan
Dacrah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkal Daeral Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur {Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

fenetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

L.

2,

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa ten Ogan
Komering Ulu Timur

Bupati adalah Bupati Ogan Romering Ulu Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya
disingkat DPRD adalah Dewan Perveakilan Rakvat Daeruh
Kabupaten Ogan Komern ng Uiy Timur,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

Badan Penge loloan Keuengan dan Aset Daerah adalah
Badan Pengelolaan Keuanpan dan Aset Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur,

Keuangan Daeroh wdhlah semua hak dan kewajiban
daernh dalom rangka  penyelengparoon  pe merintahan
dacrah  yang dapm  dinilad  dengan uang  termiasuk
didalam nya segnln bentule lcekoayann yang  berbinbun gan
dengan hale dan kewajiban donernh lersebut,

Pengeloloen  Ketiigan  Doerah adaleh Keseluruben
kegiatan  yong  melipuli perencann,  pelakson oaan,
penatausuhain,  peluporan,  perlohggungiaowabon,  dan
pengawasan keuangan dacrah,
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9. Anggaron Pendapatan  dan  Delanja Daerah, yang
selanjutnva disingkat APBD adalah rencana keuangan
talwnan Pemerintalian Doerah yang dibahas don disetujui
bersamn nleh  Pemerintaly Dnerah  dan  DPERD, dan
ditetapkan dengan Peral tran Dacrah,

10, Satuan Kerja  Perangkol Deacrah yang  selanjutnya
disingkal SKPD adalah  Perangkat Daerah  para
Pemerinialy Dacrnl selaku penggune angeararn/ pengguna
barang.

I1.Satuan Kerja Pengeloln Keuangan BPacrah  yang
selanjutnyn disinglkal SKPKD adalah perangkat dacrah
pada pemerintith daernh selaku peneguna
anggaran/pengg una  burang vang  juga  melaksanakan
pengelolaan keunngan dacrah.

12. Pemegang  Kelkuasaan Pengeloliom  Keuangan  Daerah
adalah kepala daerinh yang karena jabatannya mempunyat
kewenangan menvelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah

13. Pejabal Pengelola Keuvangan Dacrah yang selanjutnyn
disingk al PPKD adalab kepala satuan kerja perangkat
daerah yang mempunyal tugas melaksanak an pen pelolaan
Anpgparan Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak
sebagal Bendahara Umum Daerzh.

l4 Bendahara Umum Doersh yang selanjuinya  disingkat
BUD adalah Pejubat Pengelola Keuanpan Daerali yang
bertindak dalum kapasitas sehapmd bendahara umum
daerah.

15. Kuasa Bendahara Umin Dacrah yang selan jurnyya disebut
Kuasa BUD adalah pepbot vane diberi kuasa untuk
melaksanalin sebaman tueas Bendahara Umun Doerah,

16. Pengizuna Anpearan ndnlall pejals at pemepang k owenanean
pengRunaan anggaran untuk melaksamakan wigas pokok
dan  fungsi  Satuan  Kerjo Perangkat  Daerah  vange
dinpimpinnya, selanjuinya dalam  rangha  pengadnan
barangfjasa pemerintaly, Penpruna Angzaran bertindak
sehagai Pejabal Pembint Komitmen,

17. Kuasa  Pengeuna Anpgaran adalah pegbat yoang diberd
kumsa  untuk  melaksanak on sebogian kewokmg an
peng gune angzuran dolaon me lksanakan sebogian igas
dan Tungsi Satunn Kerjoo Perongkat Doerih, selmijutnva
dalarn rangku pengadinn borang /ass pemerintah, Kuasa
Pengguna Ang garan bertindak schagai e jobat Pemb uat

K omittinen, i
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19.

20,

21.

23.

B

Pejabat Pembuat Komitmen vang selanjutnya diselyut PPK
adalah pejabat vanp bertan ggang jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa,

Pejabat Penatnusahacn Keuangan SKPD yvang selan jutnya
discbut PPK-SKPR adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi dan tata vanhn keuangan paula SKID.

Pejabat Pelaksann Telknis Kemiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah pejnbat pada unit kerja BKPD yang
melaksanakan satu atau bebernpa kegialan dari suatu
program sesuai dengan bidang t ugasnya.

Bendahara Pencrimaan adaluh pejabat fungsional vang
ditunjuk untuk menerima, menvimpan, meny-ctorkan,
menatausahakan dan memperanggungjawalikan  uang
pendapalin dacrah dali n rangke peluksanaan APBD pada
SKPD.

.Bendahora  Pengeluaran  adalah  pejabat  Mingsional

yang ditunjuk menerima, menyimpan. membayarkan,
menatausahakan dan mempertangpungjawabkan  uang
untul  keperlvan  belaunja  daerah  dalam  rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penpguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

24 Kuasa Pengguna Barang Milik Dacrah s clanjurnya disebnt

25

26,

2.

28,

scbagai Kuasa Pengizuna Barang adedoh Kepak Unit Kerja
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengmuan Barung unoak
menggunakan barang milik derah yang berada dalam
penguasaannya dengan schailk-baiknya,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adadah DPejabat
yang mulaksanak an fungsi tata usaha barang milik daerah
pada Pengeguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yvang selanjutnya disebut
Pengurus Barung adalah Pejabat denfutau  Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas m engurus barang,

Pengurus Barang Pengeloln adulah pejabat vanpg diserahi
tugas meneruma,  menyimpan,  mceneeluarkan,  dan
menatausahakan  barang miulik dacrah paedn Pejubat
Penatausalimnn Barang.

Peng urus Barung Prenpgunie adnloh Jabatan Pungsional
Umum  yang  diseroli mpgns nmenecima,  menyimgn,
mengeluarkan, menitausshnalkan  barang  aunlik  doerah
pada enpgun Blarang,

CPembantu Pengurus Borang Peopeloln ndslahy pongutus

harong yanp membuniu dalnm penyiapon administast
maupun teknis penato us i enn g milik daeralhe pada
Pengelola Barang.
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d0. Pembantu Pengurus Barang Pengguna edalah pengurus
barang yong membantu delam penyiopan administrasi
maupun telnis penatausahann barang milik dacrah pada
Pengguna Barang,

31. Pengurus Barang Pembanty adolaly yang discrahi tugas
m enerima, menyinpan, mengeluarkan, menatousaiokan
dan mempertanzg ung jawabkan barang milik daerah pada
Kuasa Pengpuno Barang,

32, Pengelolban Barang Milik Daerah adalali bk eseluruhan
kegintan yang niwlipuli perencanaan kebutuhan  dan
pengangeara,  poy adnan,  penggunann,  pemanfaastan,

PCOEamann dan prenrelibarang, peniiaian,
pemindehtanganan, pemusnahan, pen phapusan,
penatausnhoan  dan pembinaan, pengawassn dan
penecndalian.

33, Perencanaan Kebutuhan adalah kegialan merumuskan
rincian  kebutuhan  bararmys  milik daerah untuk
menghubungkan penpadasan  barang vang  telsh  lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan schaped dasar
dalam melakulk an tindakan yang akan darane.

34, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah
dokumen perencanaan keburuhan barang milk daerah
unmek periede 1 {satu] tahun.

35, Unit Kena adalah bapgi. n dari SKPD vang melaksanakan
satu atu beberupa program.

36.Tim Anpgaran Pemermiah Dacraly  vang  selanjutnyva
disingkat TAPD adalah Tim yvang dibentuk  dengan
Keputusan Hupati vang dipimpin oleh Sekretans Daerah
vang mempunyal tugans menyviapkan serta melaksancakan
k ebijokan Bupati dalam rangka pemyvusuanan APBD vang
anggotanya lerdirl pejabat perencana daerah, PPKD dun
pejabat lainnya sesuai kebuttihaun,

37. Badan Lay anan Umum Daerzab vang sclunjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD/unit keria pada SKPD di lingkuengan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelavanan kepadn masyarakat berupa penyedinan barang
danfatau jasa yang dijual mps mengutamakan mencar
keuntungan, dan  dalam  welakukan  Kegutannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,

38, Kebijakan Umum APBD yang sclanjuinya disingrcat KUA
adaloh  dolkumen  yay  memuat  hkebijakon  bidang
pendapton, belnja, don pembinyaon serta asunisi vang

mendasarinya untuk perode 1 (sotu) tahun,

-

Dipindai dengan CamScanner



39.

40,

42.

43,
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Prioritas dan Plafon Anggara .n Sementara yang selanjutnya
disingkkat PPAS adnlah ranenngan program prioritas dan
palolkkan balas meksimal anggaran yang diberilc an kepada
SKPD untuk sctiap program don kegiatan scbagai acuan
dalam penvusunan RKA-SKPD schagai dasar penyusunan
RAPBD.

Rencann Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingka’. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
pengangearan yang berist program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

. Dokumen Pelaksnnaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanjn sctiap SKPD vang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran  oleh  pengeuna
angparan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPRKD vanp selan jutnya
disingkat REKA-PPKD adalail rencana kerjn dan anggaran
Budun Pengelolann Keuangan dan Aset Daerap selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dolkumen Pelaksanaan Angearan PPRD vang selanjuinya
disingkat DPA-PPRD merupak an dokumen pelaksanaan
anggaran Badur: Pengelolaan Keuangan dan Aset Daesrah
selaku Bendahara Umum Dueral.

RBAD 11
PELAKSA NAAN APRBD
Pasal 2

Mckanisme Pelaksanaan Penatausuhann Keuangan Daerah
Kabupaten Ogan EKomering Ulu Timur digunakan schagai
dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerash [APBD) Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, scbagaimana terlampir dalam
Lampiran 1 dan Lampiran 'l Peraluran Bupati ini yang terdiri
dari:

a. BAB [ « Umum.

L. BAB I : Anpgarun Pendapatan Dan Belan ja Daerah

c. BAB Ill : Penpelolaan Kenangan Daerah

. BABR IV : Penatausnh nan Kenangan Daerah
e. BAB V ¢ Penatup
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BAL 1
KETENTUAN PENUTUP
Jasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturnn Dupali ini, makn Peraturan
Bupati Ogan Komecring Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2007
tentang Melcanisme Pelnk sanann Penatousnhann Keuangan
Daeralt (Beritn Daerah Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur
Tahun 2007 Nomor 33), dicabut dan dinyalok an tidak berlalaa.

Pasal 4

Peraluran  Bupati ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundanglan.

Agar seuap orang dapat mengetahuinyn, memerintahkan
peng undangan Peraturan Bupati ini dengein
penempatannya dalam Berta Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanpgal, 4 Januasi 2020

BUPATI OGAN KOYJERING ULU TIMUR,

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, \& Janvar 2020

SEKRETARIS DAERAL| &
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR-
!
JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERI NG ULU TIMUR
TAI N 2020 NOMOR
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